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BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi desa dan permasalahan teknis dalam
pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa ;
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Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor
7,

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah dan ditambah angka baru, yakni angka

22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30 dan 31 yang berbunyi sebagai berikut :

19. Pembiayaan Desa adalah setiap penerimaan yang yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan
belanja desa.

23. Defisit Anggaran Desa adalah selisinh kurang antara pendapatan desa
dan belanja desa.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang
selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

25. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

26. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

27. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa
dan/atau kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

29. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah jumlah balance/ selisih lebih antara surplus/
(defisit) dengan pembiayaan netto.

30. Evaluasi adalah proses penilaian rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama
antara Kepala Desa dan BPD dan rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
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2.

3.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambah huruf baru yakni huruf e, ayat (6) huruf a
diubah, serta huruf f dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

)

2)

3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 12

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. hasil usaha desa ;

b. hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan ;

c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat ;

d. hasil gotong royong ;

e. lain - lain pendapatan asli yang sah.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :

a. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ;

b. Badan Kredit Desa ;

c. Lumbung Desa ;

d. jenis usaha desa lainnya.

Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, antara lain :

a. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa/BUM Desa ;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD ;

c. bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara/BUMN ;

d. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ;

e. bagian laba atas penyertaan modal pada kelompok usaha masyarakat.

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

antara lain :

a. antingan/janggolan ;

b. hasil swadaya masyarakat ;

c. hasil partisipasi dan sumbangan masyarakat ;

d. lain-lain hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.

Hasil gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :

a. sumbangan sukarela masyarakat ; dan

b. hasil gotong-royong masyarakat

Lain — lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

antara lain :

a. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran/cicilan;

b. jasagiro;

c. penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa ;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

fasilitas sosial dan fasilitas umum ;

dihapus ;

g. pungutan desa.

=Y

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

)

2)

Pasal 19

Tambahan penghasilan aparat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
b, dapat diberikan oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan desa dan persetujuan BPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
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Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru
yakni ayat (5a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2), diberikan kepada aparat desa yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan
tugas—tugas yang dinilai melampui beban kerja normal.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2), diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2), diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2), diberikan kepada aparat desa yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2), diberikan kepada aparat desa yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai
mempunyai prestasi kerja yang tinggi.

(5a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum aparat
desa.

(6) Kiriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, diantara
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yakni ayat (3a) dan ayat (3b), diantara ayat (4) dan
ayat (5) disisipkan ayat baru yakni ayat (4a), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (7) dihapus dan
ditambah ayat baru yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, digunakan untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
Pemerintah Desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(3a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
desa, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3b) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan
kepada pemerintah desa tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menunjang peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

(4a) Hibah kepada pemerintah desa lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan layanan dasar umum.

(5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa atau secara fungsional terkait
dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, bersifat bantuan
yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
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)

(2)

(7) Dihapus.

(8) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa
pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan desa
dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan
desa.

(9) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya
memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat
baru yakni ayat (2a), ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, digunakan
untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara selektif, tidak terus
menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala
desa.

(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa
pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(3) Dihapus.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 28

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan motor, cetak/penggandaan,
sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, dan lain-lain pengadaan
barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 29

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai
nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan
desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan serta aset tetap lainnya.

Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian
Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut :
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Bagian Keenam A
Surplus/(Defisit) APB Desa

Pasal 29 A

Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan
terjadinya surplus atau defisit APB Desa.

)
(2)

3)

)
(2)
3)

)
(2)

Pasal 29 B

Surplus APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A terjadi apabila anggaran
pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.

Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang,
penyertaan modal (investasi) desa, pemberian pinjaman kepada pemerintah desa lain
dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 29 C

Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A terjadi apabila anggaran
pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.

Batas maksimal defisit APB Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh per seratus) dari Pendapatan Desa..

Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau
penerimaan piutang.

Pasal 29 D

Pemerintah desa wajib melaporkan posisi surplus/defisit APB Desa kepada Bupati setiap
semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
penundaan atas penyaluran Alokasi Dana Desa.

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31 A sehingga berbunyi
sebagai berikut :

)

2)
3)

(4)

Pasal 31 A

Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan desa.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan
pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan
ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan.

Rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan desa tentang
APB Desa.
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12.

13.

(5) Penetapan rancangan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala desa bersamaan dengan penetapan
rancangan peraturan daerah tentang APB Desa

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan
atas penerimaan desa, kecuali pinjaman desa dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening
tersendiri.

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam
portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana
cadangan pada lampiran rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.

Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 33 A, Pasal 33 B dan
Pasal 33 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33 A

Penerimaan pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d digunakan
untuk menganggarkan penerimaan pinjaman desa termasuk penerimaan atas penerbitan
obligasi desa yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 33 B

(1) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada pemerintah desa lainnya.

(2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d digunakan
untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah desa lainnya.

Pasal 33 C

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f digunakan untuk
menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti
berupa penerimaan piutang desa dari pendapatan desa, pemerintah desa lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 34 A
Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf ¢ digunakan
untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Ketentuan Pasal 54 diubah , sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Bentuk/format APB Desa, Perubahan APB Desa, Laporan Realisasi Anggaran, Penjabaran APB
Desa dan Penjabaran Perubahan APB Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I, 11, 111, 1V dan
V Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.
ttd

SUMADI SUGONDO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 4
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

BENTUK/FORMAT APB DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... KECAMATAN .......ccooee
TAHUN ANGGARAN .......ccvvvviiinne
KODE URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
REKENING
1 2 3 4 5
1 PENDAPATAN
11 PENDAPATAN ASLI DESA
111 Hasil Usaha Desa
1111 Badan Usaha Milik Desa
1 11 2 Badan Kredit Desa
1 1 1 3 Lumbung Desa
1 1 1 4 Jenis Usaha Desa Lainnya
1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
11 21 Tanah Kas Desa
11 2 11 Tanah Desa
11 2 1 2
11 2 2 Pasar Desa
11 2 3 Pasar Hewan
1 1 2 4 Tambatan Perahu
1 1 2 5 Bangunan Desa
11 2 6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa
11 2 7 Pengelolaan Obyek Wisata Desa
1 1 2 8 Pemandian Umum Milik Desa
11 2 9 Hutan Desa
1 1 210 Perairan/Pantai Desa
11 21 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa
1 1 212 Jalan Desa
1 1 213 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Desa
1 1 2 14 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Daerah/BUMD.
1 1 215 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Negara/BUMN
1 1 216 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta.
1 1 217 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Kelompok
Usaha Masyarakat.
1 1 218 Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
11 3 1 Antingan/Janggolan
11 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat
11 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
11 3 4 Lain-Lain Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1 1 4 Hasil Gotong Royang
11 4 1 Sumbangan Sukarela Masyarakat
1 1 4 2 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 5 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan
1 1 5 2 Jasa Giro
1 1 5 3 Penerimaan Komisi/Potongan ataupun bentuk lain
Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau pengadaan Barang/Jasa
1 1 5 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
1 1 5 5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1 1 5 6 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1 15 7 Pungutan Desa
1 1 5 7 1 Pungutan Pologoro 1 % x Nilai Jual ( Maksimal Rp.300.000;)
1 15 7 2 Pungutan NTCR
1 1 5 7 3 Pungutan Pengurusan Surat-Surat
1 1 5 7 4 Pemungutan Pemilikan Tanah Sawah dan Tanah Darat
1 1 5 7 5 Pungutan Pengusaha Rice Mill
1 1 5 7 6 Pungutan Persewaan Pengeras Suara dan VCD/Video
115 7 7 Pungutan Pengusaha Batu Bata
1 1 5 7 8 Pungutan Pengusaha Wartel/Kiostel/Warnet
115 7 9 Pemungutan Pemilikan Toko/Kios/warung
1 1 5 710 Lain-Lain Pungutan Desa
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KODE
REKENING URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
1 2 3 4 5
1 2 DANA PERIMBANGAN
1 2 1 Bagi Hasil Pajak Daerah
1 2 1 1 Bagi Hasil Pajak Daerah
1 2 1 1 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1 2 11 2 Bagi Hasil PBB
1 2 1 1 3 [DL5
1 2 1 2 Bagian Retribusi Daerah
1 1 2 1 [ DL OO
1 2 2 Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Propinsi
Yang Diterima Oleh Daerah.
1 2 2 1 Alokasi Dana Desa ( ADD )
1 2 2 2 Dana Lainnya Yang Syah
1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SYAH
1 3 1 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah
ProPinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
1 3 11 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
1 311 1 Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional
1 311 2 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Pemerintah
1 3 1 1 3 |1
1 3 1 2 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi
1 3 1 2 1 Hadiah Lomba Desa Tingkat Propinsi
1 3 1 2 2 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Propinsi.
1 31 2 3 DSt
1 3 1 3 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten

1 3 1 3 1 Bantuan Penyesuaian Penghasilan Tetap dan/atau

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

1 3 1 3 2 Hadiah Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1 3 1 3 3 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Kabupaten

1 3 1 3 4 Dst...

1 3 2 Hibah

1 3 2 1 Hibah Dari Pemerintah

1 3 2 2 Hibah Dari Pemerintah Propinsi

1 3 2 3 Hibah Dari Pemerintah Kabupaten

1 3 2 4 Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

1 3 2 5 Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.

1 3 2 6 Hibah Dari Lembaga Luar Negeri Yang Tidak Mengikat.

1 3 3 Dana Darurat Dalam Rangka Penanggulangan
Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam.

1 3 31 Dana Darurat Dari Pemerintah

1 3 3 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Propinsi

1 3 3 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten.

1 3 4 Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2 11 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

2 1 11 Belanja Penghasilan dan Tunjangan

2 11 11 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 1 1 1 1 1|PenghasilanKepalaDesa

2 1 1 1 1 2|Penghasilan Sekretaris Desa

2 1 1 1 1 3|PenghasilanKaur

2 1 1 1 1 A4|PenghasilanLebe

2 1 1 1 1 5]|PenghasilanUlu-Ulu

2 1 1 1 1 6|Penghasilan Polisi Desa

2 1 1 1 1 T7|Penghasilan Kadus

2 1 1 1 1 8|UangDuka Wafat/Tewas

2 1 1 1 1 9|UangJasaPenghargaan Purna Tugas

2 1 1 1 2 Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

2 1 1 1 2 1|PenghasilanKetua

2 1 1 1 2 2|Penghasilan Wakil Ketua

2 1 1 1 2 3|Penghasilan Sekretaris

2 1 1 1 2 4|Penghasilan Anggota

2 1 1 2 Tambahan Penghasilan

2 11 2 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

2 11 2 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

2 1 1 2 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.

2 1 1 2 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

2 1 1 25 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
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KODE
REKENING

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET

1

2

3

4

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan

Belanja Subsidi Kepada Lembaga ..........

N[N N NN

PR P k|-
IECIENAT NN

N

Belanja Hibah

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa Lainnya

Pemerintah Desa............ccccoeriiiinninnns

NN NN

I
wlw|w|w

-

Belanja Hibah Kepada Usaha Ekonomi Desa/BUM Desa

BUM DESA.......courreririririreiresieiae

N[N N

PR
w|w|w|w

NN NN

N

w

Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi

-
w|w

w

Lembaga/Organisasi..

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

~

Kelompok/Anggota Masyarakat.................c.c.ceee.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Desa|

Belanja Bantuan Keuangan

N

N
[S2RNe)

Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Keadaan Darurat

Bencana Alam

N[N N N

PR
olo|o|lo

Lain-Lain Belanja Tidak Terduga

Belanja Bunga

Bunga Utang Pinjaman.

Bunga utang Pinjaman Kepada Pemerintah Kabupaten

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Desa Lain

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank.

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

NN N (NN (RN

Pl RPk Pk~
EIENIENIENI ENIENT BN

N

s lw N

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pihak Ketiga lainnya

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Honor Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Honor Guru TK, PAUD, SKD dsh

Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Upah Tenaga Teknisi/Tukang

Upah Tukang/Mandor/Teknisi Pengadaan Konstruksi.

Uang Lembur Perangkat Desa

NN NN NN (NN NN

AESIENAN R ENATCRE A CR AT OO N
R

O Nlo|lalhlw|N|E

Lain-Lain Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Pengisian Tabung Gas

Ol N~ |w N

Belanja Pengisian Tinta

=
o

Belanja Memory Stick (flashdisk, disket dsh)

NN N (NN (NN N NN (NN

DSERSEISRILSRISRESRSRESRESEESEESEESRE S
DSEISRESRELSRENSRESRESRESRESEESRENSEESEE ST

RPlRrRRr Rk R kR R Rk~

-
—

Lain-Lain Belanja Bahan Pakai Habis.

Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bibit Ternak

Belanja Bahan Obat-Obatan

NN (NN NN

DSERNSRELSRENSRE NSRS
DSERNSRENSRESRE LSRN

NN (NN NN

gp|w N

Belanja Bahan Kimia
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KODE
REKENING

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET

1

2

3

4

Belanja Pupuk

Belanja Kelengkapan Upacara/Umbul-umbul/Ganepo/Bendera

Belanja Bahan Dekorasi

Belanja Bahan Dokumentasi

Belanja Kelengkapan Olahraga

N (R[N NN N

NN NN NN
NN NN NN

N (R[N NN

Lain-Lain Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Sertifikasi/Pelatihan

|| Nlo|lgalhlw| N

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

=
o

Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak.

N
.

Belanja Jasa Administrasi Peserta

-
)

Belanja Jasa Dekorasi

-
w

Belanja Jasa Dokumentasi

=
S

Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

=
131

Belanja Jasa Perbaikan Komputer

=
o

Belanja Jasa Asuransi Kesehatan

NN NN N NN NN N N NN

NRINRIN IR INININININ NN N (NN
NRINRIN IR INININININININININ N NN NN

WWWWW W W W wwwwww(w|(w|w|w

-
=3

Lain-Lain Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Belanja Jasa KIR

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

SR NCRECRE CRECRE N RE N

DSERSEES RIS RIS RESRE N
DSEISRES RIS RIS RS RN

INNFNFN I FNS FNIES

oA~ w(N(E

Lain-Lain Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

N

n
n

3]

Belanja Cetak dan Penggandaan

ol

Belanja Cetak

N

n
n

ol

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Stoomwals/ Silinder

Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen

NN N[N

DSERS SRS
LSERSRES RIS

o|o|o|lo

Lain-lain Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja Sewa Komputer dan Printer

Belanja Sewa Proyektor

Belanja Sewa Generator

Belanja Sewa Tenda/Layos

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja Sewa Soundsistem

N[NNI N (NN

NN INININININININ
NN INININININININ

B ENIENIENE BN ENEENIENEEN]

Nl g~ |lw| N

Lain-lain Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Harian

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

NN NN (NN

DSERSRES RS R SRE S
DSEINSRES RS RS RN

0o oo | 0o | 0o |00 | o

glslw N

Lain-Lain Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )

Belanja Pakaian Dinas Upacara ( PDU )

Belanja Pakaian Seragam BPD

N[N [N NN

LSEINSRESRE NSRS
LSERLNSRES RIS RN

© ||| 0| w©

Mlw N

Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

N

N
N

Belanja Pakaian Kerja

2 10

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

N

N
N

10

1

Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

Belanja Pakaian Korpri

1

Belanja Pakaian Adat Daerah

1

Belanja Pakaian Batik/ Lurik Tradisional

1

Belanja Pakaian Olahraga

N[RN[R NN

NININININ N
NINININ NN

1

gl lw N

Lain-Lain Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

N

N
N

12

Belanja Perjalanan Dinas

2 12

Perjalanan Dinas Kepala Desa
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[ 2

2 212 2

|Perjalanan Dinas Perangkat Desa

KODE
REKENING

URAIAN

TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN BERJALAN

KET

2

3

4

Perjalanan Dinas Pimpinan BPD

Perjalanan Dinas Anggota BPD

N

N
N
-
N
(3,1

Perjalanan Dinas Tokoh Masyarakat

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

Belanja Modal PengadaanTanah Pendidikan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Ibadah

NN NN (NN

NN NN NN
w|w|w|w|w|w|w
RlR(RRee
g |lw|(N|e

Belanja Modal Pengadaan Tanah Penunjang Perekonomian

Masyarakat

N

Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Umum

N
w|w
-
o

Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Sosial

N

N
w
=
e}

Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator

Belanja Modal Pengadaan Mesin Stencil.

NN N NN

NN (NN
wlw|w|w w
[SIECIENAE AN
rlw|N|e

Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar

Belanja Modal Pengadaan Almari Buku

Belanja Modal Pengadaan Brankas

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

Belanja Modal Pengadaan White Board

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

Belanja Modal Pengadaan Papan Monografi Desa

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor

©O|o|Nlolalhlw|(N|E

Belanja Modal Pengadaan Papan /Rambu Petunjuk

=
o

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ibadah

-
—

Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera

NN NN (NN N NN

NRINRININININININ NN
WWWW W W W W w w w w w
WW W W W W w w w w w w w

-
[N}

Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/Server

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Belanja Modal Pengadaan Printer

Belanja Modal Pengadaan Scanner

Belanja Modal Pengadaan Monitor

Belanja Modal Pengadaan CPU

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

NN (N NN R N NN

LSEISRILSRENS RIS RIS RS RS R SRS
Www(w(w(w|w| w|w|w

INIFN NS NG N NS N N N NS
OO NOO A W iIN| -

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

( Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )

N

[N
w
~
[N
o

Belanja Modal pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

~

1

Belanja Modal Pengadaan Meja komputer

)

[N
w|w
~

12

Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Komputer.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

Belanja Modal Pengadaan Meja kerja

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi tamu

N[NNI (NN

NINININININ N
WWW W w w w
alojolalalala
oo~ |lw N

Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Mebeulair.

Belanja Modal Peralatan Dapur

Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

Belanja Modal Pengadaan Almari Dapur

Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Galon Air/Guci Air

Belanja Modal Pengadaan Kompor Minyak

NN NN (N (NN

DSEISRESRES RIS RESCRE N
Wlwwlw w| w|w
olololo|o|o|o
o~ lw(N(E

Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir/

Sendok/Garpu/Mangkuk/Serbet Makan/Pisau.

N

n
w
o
-

Lain-Lain Belanja Modal Peralatan Dapur.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.

Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Kelengkapannya

Belanja Modal Pengadaan Karpet/Tikar

Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja

NN N NN (NN

AECIENATCRENAT RN
wlw|w|w|w|w|w
ENIEN] ENIEN] ENIENEEN]
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Belanja Modal Pengadaan Ashak
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2 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Gambar

2 2 3 7 8 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Ruangan

2 2 379 Belanja Modal Pengadaan Cermin

2 2 3 710 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga

KODE URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
REKENING
1 2 3 4 5

2 2 3 8 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

2 2 3 81 Belanja Modal Pengadaan Kamera

2 2 3 8 2 Belanja Modal Pengadaan Televisi

2 2 3 8 3 Belanja Modal Pengadaan Radio/Tape Recorder

2 2 3 8 4 Belanja Modal Pengadaan Wireless

2 2 3 85 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

2 2 3 8 6 Belanja Modal Pengadaan Amplifier

2 2 3 8 17 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat Studio
( Mic, Kaset, Jack dsb )

2 2 3 8 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio.

2 2 39 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

2 2 3 91 Belanja Modal Pengadaan Telepon

2 2 3 9 2 Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT

2 2 3 9 3 Belanja Modal Pengadaan Kentongan

2 2 3 9 4 Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat

2 2 3 95 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi.

2 2 310 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 2 Belanja Modal Pengadaan Senderan/Bronjong Penahan

2 2 310 3 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

2 2 31 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 311 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

2 2 311 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Jalan Desa

2 2 31 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Di Atas Air.

2 2 31 4 Belanja Modal Pengadaan Plat Dekker

2 31 5 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Desa

2 2 312 1 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Lampu Jalan

2 312 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lampu Taman

2 2 312 3 |01 S

2 2 313 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 313 1 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

2 2 313 2 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon.

2 2 313 3 Belanja Modal Pengadaan Genset

2 2 313 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 314 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

2 2 31 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 314 2 Belanja Modal Pengadaan Kamar Mandi/WC.

2 2 314 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Keliling

2 2 314 4 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura/Batas Desa

2 2 314 5 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

2 2 314 6 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Olahraga

2 2 314 7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar Desa

2 2 314 38 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 315 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

2 315 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

2 2 315 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Bersih/Air Minum

2 315 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Drainase

2 2 315 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air.

2 2 316 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian

2 2 316 1 Belanja Modal Pengadaan Pemotong Rumput/Tanaman.

2 2 316 2 Belanja Modal Pengadaan Gerobak

2 2 316 3 Belanja Modal Pengadaan Cangkul

2 2 316 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian.

2 2 317 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2 2 317 1 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

2 2 317 2 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum

2 2 317 3 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Sosial

2 2 317 4 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Tata Pemerintahan

2 2 317 5 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan

2 2 317 6 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.
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2 2 318 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

2 2 318 1 Belanja Modal Pengadaan Ambulans

2 2 318 2 Belanja Modal Pengadaan Mobil Siaga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ (DEFISIT)

KODE URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
REKENING
1 2 3 4 5

3 PEMBIAYAAN

31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA)
Tahun Sebelumnya.

31 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa

311 11 Retribusi Desa

311 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

31 1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.

31 1 1 4 | DL I

311 2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

311 2 Bagi Hasil Pajak

311 2 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

311 2 3 DSt

31 1 3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa
Yang Sah.

311 31 DSt

31 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

31 1 41 [0 A

3 1 15 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya

311 5 1 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung

31 15 2 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung

3 1 1 5 3 Belanja Barang dan Jasa

3 1 1 5 4 Belanja Modal

3 1 155 Belanja Bunga

3 1 156 Belanja Subsidi

3 115 7 Belanja Hibah

3 1 1 5 8 Belanja Bantuan Sosial

3 1 15 9 Belanja Bagi Hasil

3 1 1 510 Belanja Bantuan Keuangan

31 1 51 Belanja Tidak Terduga

3 1 1 512 DSt

311 6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan
Akhir Tahun Belum Terselesaikan.

31 1 6 1 Uang Jaminan...............cc.....

31 1 7 Kegiatan Lanjutan

31 1 7 1 Kegiatan Lanjutan.......

31 1 7 2 DSt

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

31 2 1 Pencairan Dana Cadangan

31 2 11 Pencairan Dana Cadangan Nomor............

31 2 1 2 Dst...........

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

31 3 1 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa

31 3 11 BUM D€Sa........ccouviniriiiniins

31 3 1 2 [0S AR

3 1 3 2 Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Desa Yang
Dikerjasamakan Dengan Pihak ketiga.

313 21 Aset Desa,

31 3 2 2

3 1 33 DSt....ovovvcrninn

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa

31 41 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten

31 4 1 1 Penerusan Pinjaman........................

31 4 1 2 [0 AN

31 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain

31 4 2 1 Desa....

31 4 2 2
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31 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank.

31 43 Bank........cooviiiiiiiiiiiinns

3 1 43 DSt

31 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 1 4 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........

3 1 4 4 DSt

3 1 45 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya

3 1 45 SN

3 1 45 DSt s

KODE URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
REKENING
1 2 3 4 5

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

31 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

31 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.................

3151

3 15 2

3 1 6 Penerimaan Piutang Desa

31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa

31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Retribusi Desa

31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Lain-Lain Pendapatan
Desa Yang Syah

316 1 |05

31 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

31 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

3 1 6 2 {1

3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain

31 6 3 Pemerintah Desa.............c..ccoeenees

3 16 3 DSt

31 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan
Bank.

31 6 4 Bank....

3 1 6 4

31 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

31 6 5 Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 16 5 [ DL RPN

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

31 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

317 1 {015 RPN
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3 21 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 11 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Nomor....................

3 2 11 DSt

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

3 2 2 1 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa )

32 2 1 BUM Desa

3 2 21

3 2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta

3 2 2 2 BUM Swasta...

3 2 2 2

3 2 2 3

3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat

3 3 3 Kelompok Usaha Masyarakat..................ccccc.c....

3 2 2 3

3 2 2 4

3 2 2 4

3 2 2 4

3 2 25

3 2 25
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3 2 2 5 2
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang
3 2 31 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Kepada Pemerintah Kabupaten

32 3 11 Penerusan Pinjaman............c.ccccocee..

3 2 3 2 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Yang Lain.

32 3 21 Desa....

3 2 3 2 2
KODE URAIAN TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN KET
REKENING
1 2 3 4 5
3 2 3 3 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada
Lembaga Keuangan Bank

3 2 3 31 Bank....

3 2 3 32

3 2 3 4 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan bank

3 2 3 41 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................

3 2 35 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Kabupaten

3 2 3 5 1 Penerusan Pinjaman.......

3 2 3 6 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Lain.

3 2 3 6 1 Pemerintah Desa...........

3 2 3 7 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank.

3 237171 Bank....

3 2 3 8 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 2 3 81 Lembaga Keuangan Bukan Bank...............cccccocvreunnncs

3 2 39 Pembayaran Pokok Utang Yang jatuh Tempo Kepada

Pihak Ketiga Lainnya

3 2 310 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada
Pihak Ketiga Lainnya

3 2 310 1

3 2 310 2

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa

3 2 41 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain

32 4 11 Pemerintah Desa...........ccccovevvniinininnne,

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)
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BUPATI PEMALANG,
Cap.
ttd

H.M. MACHROES
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

BENTUK/FORMAT PERUBAHAN APB DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR
TANGGAL
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... KECAMATAN ..............
TAHUN ANGGARAN ......ccovvvrrnnnn
KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
11 PENDAPATAN ASLI DESA
111 Hasil Usaha Desa
1111 Badan Usaha Milik Desa
1 11 2 Badan Kredit Desa
1 1 1 3 Lumbung Desa
1 1 1 4 Jenis Usaha Desa Lainnya
1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
11 21 Tanah Kas Desa
11 2 11 Tanah Desa
112 1 2
11 2 2 Pasar Desa
11 2 3 Pasar Hewan
1 1 2 4 Tambatan Perahu
1 1 2 5 Bangunan Desa
11 2 6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa
11 2 7 Pengelolaan Obyek Wisata Desa
1 1 2 8 Pemandian Umum Milik Desa
11 2 9 Hutan Desa
1 1 210 Perairan/Pantai Desa
11 21 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa
1 1 212 Jalan Desa
1 1 213 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Desa
1 1 2 14 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Daerah/BUMD.
1 1 215 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Negara/BUMN
1 1 216 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta.
1 1 217 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Kelompok
Usaha Masyarakat.
1 1 218 Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
11 3 1 Antingan/Janggolan
11 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat
11 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
11 3 4 Lain-Lain Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1 1 4 Hasil Gotong Royang
11 4 1 Sumbangan Sukarela Masyarakat
1 1 4 2 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 5 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan
1 1 5 2 Jasa Giro
1 1 5 3 Penerimaan Komisi/Potongan ataupun bentuk lain
Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau pengadaan Barang/Jasa
1 1 5 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
1 1 5 5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1 1 5 6 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
115 7 Pungutan Desa
1 1 5 7 1 Pungutan Pologoro 1 % x Nilai Jual ( Maksimal Rp.300.000;)
1 15 7 2 Pungutan NTCR
1 1 5 7 3 Pungutan Pengurusan Surat-Surat
1 1 5 7 4 Pemungutan Pemilikan Tanah Sawah dan Tanah Darat
1 1 5 7 5 Pungutan Pengusaha Rice Mill
1 1 5 7 6 Pungutan Persewaan Pengeras Suara dan VCD/Video
115 7 7 Pungutan Pengusaha Batu Bata
1 1 5 7 8 Pungutan Pengusaha Wartel/Kiostel/Warnet
115 7 9 Pemungutan Pemilikan Toko/Kios/warung
1 1 5 710 Lain-Lain Pungutan Desa
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KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

1 2 DANA PERIMBANGAN

1 2 1 Bagi Hasil Pajak Daerah

1 2 1 1 Bagi Hasil Pajak Daerah

1 2 1 1 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1 2 11 2 Bagi Hasil PBB

1 2 1 1 3 [DL5

1 2 1 2 Bagian Retribusi Daerah

1 1 2 1 [ DL OO

1 2 2 Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Propinsi

Yang Diterima Oleh Daerah.

1 2 2 1 Alokasi Dana Desa ( ADD )

1 2 2 2 Dana Lainnya Yang Syah

1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SYAH

1 3 1 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah

ProPinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1 3 11 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

1 311 1 Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional

1 311 2 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Pemerintah

1 3 1 1 3 |1

1 3 1 2 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi

1 3 1 2 1 Hadiah Lomba Desa Tingkat Propinsi

1 3 1 2 2 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Propinsi.

1 31 2 3 DSt

1 3 1 3 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten

1 3 1 3 1 Bantuan Penyesuaian Penghasilan Tetap dan/atau

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

1 3 1 3 2 Hadiah Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1 3 1 3 3 Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Kabupaten

1 3 1 3 4 Dst...

1 3 2 Hibah

1 3 2 1 Hibah Dari Pemerintah

1 3 2 2 Hibah Dari Pemerintah Propinsi

1 3 2 3 Hibah Dari Pemerintah Kabupaten

1 3 2 4 Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

1 3 2 5 Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.

1 3 2 6 Hibah Dari Lembaga Luar Negeri Yang Tidak Mengikat.

1 3 3 Dana Darurat Dalam Rangka Penanggulangan
Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam.

1 3 31 Dana Darurat Dari Pemerintah

1 3 3 2 Dana Darurat Dari Pemerintah Propinsi

1 3 3 3 Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten.

1 3 4 Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.
JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2 11 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

2 1 11 Belanja Penghasilan dan Tunjangan

2 11 11 Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2 1 1 1 1 1|PenghasilanKepalaDesa

2 1 1 1 1 2|Penghasilan Sekretaris Desa

2 1 1 1 1 3|PenghasilanKaur

2 1 1 1 1 A4|PenghasilanLebe

2 1 1 1 1 5]|PenghasilanUlu-Ulu

2 1 1 1 1 6|Penghasilan Polisi Desa

2 1 1 1 1 T7|Penghasilan Kadus

2 1 1 1 1 8|UangDuka Wafat/Tewas

2 1 1 1 1 9|UangJasaPenghargaan Purna Tugas

2 1 1 1 2 Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

2 1 1 1 2 1|PenghasilanKetua

2 1 1 1 2 2|Penghasilan Wakil Ketua

2 1 1 1 2 3|Penghasilan Sekretaris

2 1 1 1 2 4|Penghasilan Anggota

2 1 1 2 Tambahan Penghasilan

2 11 2 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

2 11 2 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

2 1 1 2 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.

2 1 1 2 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

2 1 1 25 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan

Belanja Subsidi Kepada Lembaga ..........

N[N N NN

PR P k|-
IECIENAT NN

N

Belanja Hibah

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa Lainnya

Pemerintah Desa............ccccoeriiiinninnns

NN NN

I
wlw|w|w

-

Belanja Hibah Kepada Usaha Ekonomi Desa/BUM Desa

BUM DESA.......courreririririreiresieiae

N[N N

PR
w|w|w|w

NN NN

N

w

Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi

-
w|w

w

Lembaga/Organisasi..

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

~

Kelompok/Anggota Masyarakat.................c.c.ceee.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Desa|

Belanja Bantuan Keuangan

N

N
[S2RNe)

Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Keadaan Darurat

Bencana Alam

N[N N N

PR
olo|o|lo

Lain-Lain Belanja Tidak Terduga

Belanja Bunga

Bunga Utang Pinjaman.

Bunga utang Pinjaman Kepada Pemerintah Kabupaten

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Desa Lain

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank.

Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

NN N (NN (RN

Pl RPk Pk~
EIENIENIENI ENIENT BN

N

s lw N

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pihak Ketiga lainnya

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

Honor Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Honor Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

Honor Guru TK, PAUD, SKD dsh

Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Upah Tenaga Teknisi/Tukang

Upah Tukang/Mandor/Teknisi Pengadaan Konstruksi.

Uang Lembur Perangkat Desa

NN NN NN (NN NN

AESIENAN R ENATCRE A CR AT OO N
R

O Nlo|lalhlw|N|E

Lain-Lain Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Pengisian Tabung Gas

Ol N~ |w N

Belanja Pengisian Tinta

=
o

Belanja Memory Stick (flashdisk, disket dsh)

NN N (NN (NN N NN (NN

DSERSEISRILSRISRESRSRESRESEESEESEESRE S
DSEISRESRELSRENSRESRESRESRESEESRENSEESEE ST

RPlRrRRr Rk R kR R Rk~

-
—

Lain-Lain Belanja Bahan Pakai Habis.

Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bibit Ternak

Belanja Bahan Obat-Obatan

NN (NN NN

DSERNSRELSRENSRE NSRS
DSERNSRENSRESRE LSRN

NN (NN NN

gp|w N

Belanja Bahan Kimia
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

Belanja Pupuk

Belanja Kelengkapan Upacara/Umbul-umbul/Ganepo/Bendera

Belanja Bahan Dekorasi

Belanja Bahan Dokumentasi

Belanja Kelengkapan Olahraga

NN N NN R

DSERNSRELNSRE NSRS RE S
LSERSRENSRE SRS RE S

NN NN

Lain-Lain Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Sertifikasi/Pelatihan

O|lo|Nlolalhlw|(N|-

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

=
o

Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak.

-
=

Belanja Jasa Administrasi Peserta

-
[N}

Belanja Jasa Dekorasi

-
w

Belanja Jasa Dokumentasi

-
~

Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

-
131

Belanja Jasa Perbaikan Komputer

-
o

Belanja Jasa Asuransi Kesehatan

NN NN NN (NN (N[N NN

RN IR IR INININININININININ N NN
RN IR IR INININININININININ N NN

WWW W W W W W W W W W W w w w w w

[
g}

Lain-Lain Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Belanja Jasa KIR

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

LSEENEE SR CRECHE CRE N

DSARNSEENSRENS RIS RS RE S
DSERNSRENSRESRESRESRE S

IN\FN NS NS NG F NS

o|u|h~ w N

Lain-Lain Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

N

N
N

3]

Belanja Cetak dan Penggandaan

(3,1

Belanja Cetak

N

N
N

(3,1

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Stoomwals/ Silinder

Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen

NN NN

NN N
NN N

oo |o|o

Lain-lain Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja Sewa Komputer dan Printer

Belanja Sewa Proyektor

Belanja Sewa Generator

Belanja Sewa Tenda/Layos

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja Sewa Soundsistem

NN N (NN RN NN

LSERSRIS RIS RENSRENS RS RIS RN
LSERSRELS RIS RESRENS RS RIS RN

BN ENIENE BN ENEEN] ENIENE PN

o N o|g(h|lw| N

Lain-lain Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Harian

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

N[NNI NN

DSERNS RIS RENSRE LSRN
LSERSRELSRESRES RN

0o |00 |00 |00 |00 |0

gp|lw N

Lain-Lain Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )

Belanja Pakaian Dinas Upacara ( PDU )

Belanja Pakaian Seragam BPD

NN NN

NN NN N
NN NN

© ||| 0|

Mlw| N

Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

N

N
N

Belanja Pakaian Kerja

2 10

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

N

N
N

10

11

Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

11

Belanja Pakaian Korpri

11

Belanja Pakaian Adat Daerah

11

Belanja Pakaian Batik/ Lurik Tradisional

11

Belanja Pakaian Olahraga

NN NN (NN

DSERNSRES RS RS RS
DSEENSRELS RS RS RN

1

s lwiN( e

Lain-Lain Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

N

n
n

12

Belanja Perjalanan Dinas

2 12

Perjalanan Dinas Kepala Desa
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| 2 2 212 2 |Perjalanan Dinas Perangkat Desa ] ]
KODE URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

2 2 212 3 Perjalanan Dinas Pimpinan BPD

2 2 212 4 Perjalanan Dinas Anggota BPD

N
N
N
-
N
(3,1

Perjalanan Dinas Tokoh Masyarakat

2 2 3 Belanja Modal

2 2 31 Belanja Modal Pengadaan Tanah

2 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

2 2 3 1 2 Belanja Modal PengadaanTanah Pendidikan

2 2 3 1 3 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa.

2 2 3 1 4 Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Ibadah

2 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Tanah Penunjang Perekonomian
Masyarakat

2 2 3 16 Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Umum

2 2 3 17 Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Sosial

2 2 3 1 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Tanah
2 2 3 2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 2 1 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
2 2 3 2 2 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator
2 2 3 2 3 Belanja Modal Pengadaan Mesin Stencil.
2 2 3 2 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 3 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
2 2 3 3 2 Belanja Modal Pengadaan Almari Buku
2 2 3 3 3 Belanja Modal Pengadaan Brankas
2 2 3 3 4 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
2 2 3 35 Belanja Modal Pengadaan White Board
2 2 3 36 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2 2 3 3 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Monografi Desa
2 2 3 3 8 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor
2 2 3 39 Belanja Modal Pengadaan Papan /Rambu Petunjuk
2 2 3 310 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ibadah
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
2 2 3 312 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 4 Belanja Modal Pengadaan Komputer
2 2 3 41 Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/Server
2 2 3 4 2 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
2 2 3 43 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2 2 3 4 4 Belanja Modal Pengadaan Printer
2 2 3 45 Belanja Modal Pengadaan Scanner
2 2 3 46 Belanja Modal Pengadaan Monitor
2 2 3 47 Belanja Modal Pengadaan CPU
2 2 3 48 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2 2 3 49 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
( Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
2 2 3 410 Belanja Modal pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

2 2 3 41U Belanja Modal Pengadaan Meja komputer

2 2 3 412 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Komputer.

2 2 35 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2 2 3 51 Belanja Modal Pengadaan Meja kerja

2 2 3 5 2 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

2 2 3 5 3 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

2 2 3 5 4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

2 2 3 55 Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi tamu

2 2 3 56 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Mebeulair.

2 2 3 6 Belanja Modal Peralatan Dapur

2 2 3 6 1 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

2 2 3 6 2 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

2 2 3 6 3 Belanja Modal Pengadaan Almari Dapur

2 2 3 6 4 Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Galon Air/Guci Air

2 2 3 6 5 Belanja Modal Pengadaan Kompor Minyak

2 2 3 6 6 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir/
Sendok/Garpu/Mangkuk/Serbet Makan/Pisau.

2 2 3 6 7 Lain-Lain Belanja Modal Peralatan Dapur.

2 2 3 7 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.

2 2 3 7 1 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

2 2 3 7 2 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

2 2 3 7 3 Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Kelengkapannya

2 2 3 7 4 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Tikar

2 2 3 75 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja

2 2 3 7 6 Belanja Modal Pengadaan Ashak
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2 2 3 7 7 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Gambar

2 2 3 7 8 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Ruangan

2 2 3 7 9 Belanja Modal Pengadaan Cermin

2 2 3 710 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga

KODE URALAN JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

2 2 3 8 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

2 2 3 81 Belanja Modal Pengadaan Kamera

2 2 3 8 2 Belanja Modal Pengadaan Televisi

2 2 3 8 3 Belanja Modal Pengadaan Radio/Tape Recorder

2 2 3 8 4 Belanja Modal Pengadaan Wireless

2 2 3 85 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

2 2 3 8 6 Belanja Modal Pengadaan Amplifier

2 2 3 8 17 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat Studio
( Mic, Kaset, Jack dsb )

2 2 3 8 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio.

2 2 39 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

2 2 3 91 Belanja Modal Pengadaan Telepon

2 2 3 9 2 Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT

2 2 3 9 3 Belanja Modal Pengadaan Kentongan

2 2 3 9 4 Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat

2 2 3 95 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi.

2 2 310 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 2 Belanja Modal Pengadaan Senderan/Bronjong Penahan

2 2 310 3 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

2 2 31 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 311 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

2 2 311 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Jalan Desa

2 2 31 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Di Atas Air.

2 2 31 4 Belanja Modal Pengadaan Plat Dekker

2 31 5 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Desa

2 2 312 1 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Lampu Jalan

2 312 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lampu Taman

2 2 312 3 |01 S

2 2 313 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 313 1 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

2 2 313 2 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon.

2 2 313 3 Belanja Modal Pengadaan Genset

2 2 313 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 314 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

2 2 31 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 314 2 Belanja Modal Pengadaan Kamar Mandi/WC.

2 2 314 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Keliling

2 2 314 4 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura/Batas Desa

2 2 314 5 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

2 2 314 6 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Olahraga

2 2 314 7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar Desa

2 2 314 38 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 315 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

2 315 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

2 2 315 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Bersih/Air Minum

2 315 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Drainase

2 2 315 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air.

2 2 316 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian

2 2 316 1 Belanja Modal Pengadaan Pemotong Rumput/Tanaman.

2 2 316 2 Belanja Modal Pengadaan Gerobak

2 2 316 3 Belanja Modal Pengadaan Cangkul

2 2 316 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian.

2 2 317 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2 2 317 1 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

2 2 317 2 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum

2 2 317 3 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Sosial

2 2 317 4 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Tata Pemerintahan

2 2 317 5 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan

2 2 317 6 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.
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2 2 318 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

2 2 318 1 Belanja Modal Pengadaan Ambulans

2 2 318 2 Belanja Modal Pengadaan Mobil Siaga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ (DEFISIT)

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

3 PEMBIAYAAN

31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA)
Tahun Sebelumnya.

31 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa

311 11 Retribusi Desa

311 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

31 1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.

31 1 1 4 | DL I

311 2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

311 2 Bagi Hasil Pajak

311 2 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

311 2 3 DSt

31 1 3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa
Yang Sah.

311 31 DSt

31 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

31 1 41 [0 A

3 1 15 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya

311 5 1 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung

31 15 2 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung

3 1 1 5 3 Belanja Barang dan Jasa

3 1 1 5 4 Belanja Modal

3 1 155 Belanja Bunga

3 1 156 Belanja Subsidi

3 115 7 Belanja Hibah

3 1 1 5 8 Belanja Bantuan Sosial

3 1 15 9 Belanja Bagi Hasil

3 1 1 510 Belanja Bantuan Keuangan

31 1 51 Belanja Tidak Terduga

3 1 1 512 DSt

311 6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan
Akhir Tahun Belum Terselesaikan.

31 1 6 1 Uang Jaminan...............cc.....

31 1 7 Kegiatan Lanjutan

31 1 7 1 Kegiatan Lanjutan.......

31 1 7 2 DSt

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan

31 2 1 Pencairan Dana Cadangan

31 2 11 Pencairan Dana Cadangan Nomor............

31 2 1 2 Dst...........

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

31 3 1 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa

31 3 11 BUM D€Sa........ccouviniriiiniins

31 3 1 2 [0S AR

3 1 3 2 Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Desa Yang
Dikerjasamakan Dengan Pihak ketiga.

313 21 Aset Desa,

31 3 2 2

3 1 33 DSt....ovovvcrninn

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa

31 41 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten

31 4 1 1 Penerusan Pinjaman........................

31 4 1 2 [0 AN

31 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain

31 4 2 1 Desa....

31 4 2 2
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31 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank.
31 43 Bank........cooviiiiiiiiiiiinns
3 1 43 DSt
31 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3 1 4 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........
3 1 4 4 DSt
3 1 45 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya
3 1 45 SN
3 1 45 DSt s
KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
3 15 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3 1 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3 1 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.................
31 5 1 |01
31 5 2 |1
3 1 6 Penerimaan Piutang Desa
31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa
31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Retribusi Desa
31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Lain-Lain Pendapatan
Desa Yang Syah
316 1 DSt
31 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten
31 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten
3 1 6 2 DSt
3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain
31 6 3 Pemerintah Desa...............occccuenees
3 1 6 3 L5 R
31 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan
Bank.
31 6 4 Bank
3 1 6 4
3 1 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.
31 6 5 Lembaga Keuangan Bukan Bank................c.........
3 16 5 {01
31 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa
31 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa
31 7 1 DSt
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
32 11 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Nomor....................
3 211 [ 0L
3 2 2 Penyertaan Modal Desa
3 2 21 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa )
3 2 21 BUM Desa.
3 2 21
3.2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta
3 2 2 2 BUM Swasta.
3.2 2 2 Dst......
3 2 2 3 Dst...
3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat
3 3 Kelompok Usaha Masyarakat.............c.cooeueeae
3 2 2 3 DSt
3 2 2 4
3 2 2 4
3 2 2 4
3 2 2 5 Badan Usaha Milik Negara
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3 2 2 51

3 2 2 5 2

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang

3 2 3 1 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Kepada Pemerintah Kabupaten

32 3 11 Penerusan Pinjaman.............c.ccccoeeeae

3 2 3 2 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Yang Lain.

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
URAIAN
REKENING Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
3 2 3 3 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank

3 2 3 4 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan bank

3 2 3 41 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................

3 2 35 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Kabupaten

3 2 3 51 Penerusan Pinjaman.......

3 2 3 6 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Lain.

3 2 3 6 1 Pemerintah Desa...........

3 2 3 7 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank.

3 2 3 7 1 |Bank

3 2 3 8 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 2 3 81 Lembaga Keuangan Bukan Bank.................cccoccvreennnes

3 2 39 Pembayaran Pokok Utang Yang jatuh Tempo Kepada
Pihak Ketiga Lainnya

3 2 3 91

3 2 3 9 2

3 2 310 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada
Pihak Ketiga Lainnya

3 2 310 1 e

3 2 310 2 DSt

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa

3 2 41 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain

32 4 11 Pemerintah Desa...........ccccovevvriinninnne,

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)
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LAMPIRAN 11l : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

BENTUK/ FORMAT LAPORAN REALISASI APB DESA

LAMPIRAN . PERATURAN DESA

NOMOR
TANGGAL

LAPORAN RELISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA .......... KECAMATAN .........
TAHUN ANGGARAN .......ccevviiinns

KODE
REKENING

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

URAIAN Anggaran

Realisasi
Setelah Perubahan

(Rp)

%

1

2 3 4

5

6

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DESA

Hasil Usaha Desa

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil Gotong Royang

[HEN I N IR RN (N

N
ala|lw|N|e

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak Daerah

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Propinsi

Yang Diterima Oleh Daerah.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SYAH

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah

ProPinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Hibah

Dana Darurat Dalam Rangka Penanggulangan

Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam.

Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

JUMLAH

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

NN (RN NN NN

L I
~Njo|la|s|lw ||

Belanja Bunga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

NN N

LSEESEE NSRS

Belanja Modal

JUMLAH

SURPLUS/ (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA )

Tahun Sebelumnya.

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Desa

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Piutang Desa

W w|(w|w|w|w

L
~Njo|lo|s|lw|N

Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

JUMLAH
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

Anggaran
Setelah Perubahan

Realisasi

(Rp)

%

1

2

3

4

5

6

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

Pembayaran Pokok Utang

wWlw w|w|w

NI NN
Bl N -

Pemberian Pinjaman Desa

JUMLAH

PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)

BUPATI PEMALANG,

Cap.
ttd

H.M. MACHROES
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

BENTUK/FORMAT PENJABARAN APB DESA

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR
TANGGAL
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... KECAMATAN .......cc....
TAHUN ANGGARAN .......ccvvvriirnne
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
1 PENDAPATAN
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA
1 11 Hasil Usaha Desa
1 111 Badan Usaha Milik Desa
1 11 2 Badan Kredit Desa
11 1 3 Lumbung Desa
1 1 1 4 Jenis Usaha Desa Lainnya
11 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
11 21 Tanah Kas Desa
11 2 11 Tanah Desa
11 2 1 2 DSt...oovovrivieiiiiis
11 2 2 Pasar Desa
11 2 3 Pasar Hewan
1 1 2 4 Tambatan Perahu
1 1 2 5 Bangunan Desa
1 1 2 6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa
11 2 7 Pengelolaan Obyek Wisata Desa
11 2 8 Pemandian Umum Milik Desa
1 1 2 9 Hutan Desa
1 1 210 Perairan/Pantai Desa
11 211 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa
1 1 212 Jalan Desa
1 1 213 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Desa
1 1 214 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Daerah/BUMD.
1 1 215 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Negara/BUMN
1 1 216 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta.
11 217 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Kelompok
Usaha Masyarakat.
1 1 218 Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
11 3 1 Antingan/Janggolan
11 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat
11 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
1 1 3 4 Lain-Lain Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1 1 4 Hasil Gotong Royang
11 4 1 Sumbangan Sukarela Masyarakat
1 1 4 2 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 5 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan
1 15 2 Jasa Giro
1 1 5 3 Penerimaan Komisi/Potongan ataupun bentuk lain
Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau pengadaan Barang/Jasa
1 1 5 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
1 1 5 5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1 1 5 6 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1 1 5 7 Pungutan Desa
115 7 1 Pungutan Pologoro 1 % x Nilai Jual ( Maksimal Rp.300.000;)
1 1 5 7 2 Pungutan NTCR
1 1 5 7 3 Pungutan Pengurusan Surat-Surat
1 1 5 7 4 Pemungutan Pemilikan Tanah Sawah dan Tanah Darat
11 5 7 5 Pungutan Pengusaha Rice Mill
1 1 5 7 6 Pungutan Persewaan Pengeras Suara dan VCD/Video
115 7 7 Pungutan Pengusaha Batu Bata
1 1 5 7 8 Pungutan Pengusaha Wartel/Kiostel/Warnet
1 15 7 9 Pemungutan Pemilikan Toko/Kios/warung
1 1 5 710 Lain-Lain Pungutan Desa
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KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

Bagi Hasil PBB

I

NN NN NN
PP

Pl e

N

NN
-

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Propinsi

Yang Diterima Oleh Daerah.

Alokasi Dana Desa ( ADD )

Dana Lainnya Yang Syah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SYAH

w | w
[N

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah

ProPinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Pemerintah

[HEN) [FIING FI FN

ww|w|w
PR e e

S

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi

Hadiah Lomba Desa Tingkat Propinsi

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Propinsi.

i

w|w|w|w
PRk

N (RN N

-

w
-

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten

w | w

Bantuan Penyesuaian Penghasilan Tetap dan/atau

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hadiah Lomba Desa Tingkat Kabupaten

w
-

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Kabupaten

[N

w
-

Hibah

Hibah Dari Pemerintah

Hibah Dari Pemerintah Propinsi

Hibah Dari Pemerintah Kabupaten

Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.

[N (PN I P P N N

WWwW W w w w w
NININININININ

oo~ lw|(N|E-

Hibah Dari Lembaga Luar Negeri Yang Tidak Mengikat.

Dana Darurat Dalam Rangka Penanggulangan

Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam.

Dana Darurat Dari Pemerintah

Dana Darurat Dari Pemerintah Propinsi

Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten.

Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Belanja Penghasilan dan Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

-

Penghasilan Kepala Desa

N

Penghasilan Sekretaris Desa

LDSAENRE RN CRECRENRE N

Pl lkPk -
N

PR Rk e

NI

W

Penghasilan Kaur

Kaur Umum

Kaur Pembangunan

Kaur Keuangan

Kaur Pemerintahan

Penghasilan Lebe

Penghasilan Ulu-Ulu

Penghasilan Polisi Desa

NN NN

L
PP

N

NI

~N oo

Penghasilan Kadus

Kadus |

Kadus Il

Kadus 1l

Kadus IV

Kadus V

Dst

00

Uang Duka Wafat/Tewas

N

-
-

-

[N

©

Uang Jasa Penghargaan Purna Tugas

Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Penghasilan Ketua

Penghasilan Wakil Ketua

Penghasilan Sekretaris

NN N NN

Pl Pk
PPk

PRk e

NN N NN

Sl o -

Penghasilan Anggota
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KODE
REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
2 1 1 2 Tambahan Penghasilan
2 11 2 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2 1 1 2 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
2 1 1 2 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.
2 1 1 2 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2 1 1 25 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
2 1 2 Belanja Subsidi
2 1 2 1 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga
2 1 2 11 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan..........
2 1 2 1 2 Belanja Subsidi Kepada Lembaga ..........
2 1 2 1 3 [ L OO
2 1 3 Belanja Hibah
2 1 3 1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa Lainnya
2 1 3 11 Pemerintah DeSsa..........ccocvvvviviirinninnne
2 1 3 1 2 DSt
2 1 3 2 Belanja Hibah Kepada Usaha Ekonomi Desa/BUM Desa
21 3 21 BUM Desa.
2 1 3 2 2 Usaha Ekonomi Desa....
2 1 3 2 3 DSt
2 1 3 3 Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi

2 1 3 3 1 Lembaga/Organisasi..

2 1 3 3 2

2 1 3 4 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
2 1 3 41 Kelompok/Anggota Masyarakat................cc.c.ceennn

2 1 3 4 2

2 1 4 Belanja Bantuan Sosial

2 1 4 11 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2 1 4 2 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

2 1 4 3 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat

2 1 4 4 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Desa|

PKK

RT

RW

LPMD

Karang Taruna

2 1 5 Belanja Bantuan Keuangan

2 1 5 11 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya.
2 1 6 Belanja Tidak Terduga

2 1 6 11 Keadaan Darurat

2 1 6 1 2 Bencana Alam

2 1 6 1 3 Lain-Lain Belanja Tidak Terduga

2 1 7 Belanja Bunga

2 1 7 1 Bunga Utang Pinjaman.

2 1 7 11 Bunga utang Pinjaman Kepada Pemerintah Kabupaten

2 1.7 1 2 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Desa Lain

2 1 7 1 3 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank.
2 1 7 1 4 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 1 7 15 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pihak Ketiga lainnya

2 2 BELANJA LANGSUNG

2 21 Belanja Pegawai

2 2 11 Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

2 2 1 2 Honor Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

2 2 1 3 Honor Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

2 21 4 Honor Guru TK, PAUD, SKD dsh

2 2 1 5 Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

2 2 1 6 Upah Tenaga Teknisi/Tukang

2 2 17 Upah Tukang/Mandor/Teknisi Pengadaan Konstruksi.

2 2 1 8 Uang Lembur Perangkat Desa

2 2 1 9 Lain-Lain Belanja Pegawai

2 2 2 Belanja Barang/Jasa

2 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis

2 2 2 11 Belanja Alat Tulis Kantor

Pemerintah Desa

BPD

2 2 2 1 2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

2 2 2 1 3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Pengisian Tabung Gas

Belanja Pengisian Tinta

Belanja Memory Stick (Flashdisk, disket dsb)

NN (NN NN NN

NN
NINININININININ

RPlRrRk R Rk e

Lain-Lain Belanja Bahan Pakai Habis.

Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bibit Ternak

Belanja Bahan Obat-Obatan

Belanja Bahan Kimia

Belanja Pupuk

Belanja Kelengkapan Upacara/Umbul-umbul/Ganepo/Bendera

Belanja Bahan Dekorasi

Ol N~ |w N

Belanja Bahan Dokumentasi

=
o

Belanja Kelengkapan Olahraga

NN N NN (NN NN N NN

DSARSEINSRESRILSRENSEESRIS RIS RS RE NSRS
DSERSRINSRESRILSRENSRESRES RIS RIS RENS RN

NN N NN (NN NN N NN

-
—

Lain-Lain Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/Internet

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Sertifikasi/Pelatihan

||V lolgal~lw|(N|E

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

=
o

Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak.

-
=

Belanja Jasa Administrasi Peserta

-
[N}

Belanja Jasa Dekorasi

-
w

Belanja Jasa Dokumentasi

[N
~

Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

=
(3

Belanja Jasa Perbaikan Komputer

=
o

Belanja Jasa Asuransi Kesehatan

NN NN NN (NN (N (NN NN

RN IR INININININ NN NN
RN IR IR INININININININ NN NN NN

W W W W W W W W W W W W W w w w w w

[
g}

Lain-Lain Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Belanja Jasa KIR

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

LDSEENRE SRR CRECRENRE N

DSERNSRENS RIS RIS RS RN
LDSERSRENSRES RIS RESRE N

INNFNFN NS NS F N EN

o|lu|s~ w (N

Lain-Lain Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

N

n
n

(331

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak

N

N
nN

3,1

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Stoomwals/ Silinder

Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen

NN NN

LSERSRENS RS
NN NN

o oo |o

Lain-lain Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja Sewa Komputer dan Printer

Belanja Sewa Proyektor

Belanja Sewa Generator

Belanja Sewa Tenda/Layos

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja Sewa Soundsistem

NN NN (NN (NN

NI IR ININININININ
NN IR ININININININ

SV ENIENIENE BN ENE PN ENEEN]

Nl |g|h|w N

Lain-lain Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Harian

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

NN N NN R

DSERSRELSRE NSRS RE S
LSERNSRELSRE NSRS RE NS

0o oo (0o |00 |00 | oo

gslw N

Lain-Lain Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )

Belanja Pakaian Dinas Upacara ( PDU )

NN NN

LSERS NSRS
LSERSRELNS RS

© |||

Belanja Pakaian Seragam BPD
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2 2 2 9 4 Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
2 2 210 Belanja Pakaian Kerja
2 2 21 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2 2 210 2 DSt s
2 2 21U Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2 2 21 1 Belanja Pakaian Korpri
2 2 21 2 Belanja Pakaian Adat Daerah
2 2 211 3 Belanja Pakaian Batik/Lurik Tradisional
2 2 21 4 Belanja Pakaian Olahraga
2 2 21 5 Lain-Lain Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2 2 212 Belanja Perjalanan Dinas
2 2 212 1 Perjalanan Dinas Kepala Desa
2 2 212 2 Perjalanan Dinas Perangkat Desa
2 2 212 3 Perjalanan Dinas Pimpinan BPD
2 2 212 4 Perjalanan Dinas Anggota BPD
2 2 212 5 Perjalanan Dinas Tokoh Masyarakat
2 2 3 Belanja Modal
2 2 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
2 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
2 2 3 1 2 Belanja Modal PengadaanTanah Pendidikan
2 2 3 1 3 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa.
2 2 3 1 4 Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Ibadah
2 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Tanah Penunjang Perekonomian

Masyarakat

N
n
w
-
o

Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Umum

2 2 3 17 Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Sosial

2 2 3 1 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Tanah
2 2 3 2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 2 1 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
2 2 3 2 2 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator
2 2 3 2 3 Belanja Modal Pengadaan Mesin Stencil.
2 2 3 2 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 3 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
2 2 3 3 2 Belanja Modal Pengadaan Almari Buku
2 2 3 3 3 Belanja Modal Pengadaan Brankas
2 2 3 3 4 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
2 2 3 35 Belanja Modal Pengadaan White Board
2 2 3 3 6 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2 2 3 3 7 Belanja Modal Pengadaan Papan Monografi Desa
2 2 3 3 8 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor
2 2 3 39 Belanja Modal Pengadaan Papan /Rambu Petunjuk
2 2 3 310 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ibadah
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
2 2 3 312 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 4 Belanja Modal Pengadaan Komputer
2 2 3 41 Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/Server
2 2 3 4 2 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
2 2 3 43 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2 2 3 4 4 Belanja Modal Pengadaan Printer
2 2 3 4°5 Belanja Modal Pengadaan Scanner
2 2 3 46 Belanja Modal Pengadaan Monitor
2 2 3 47 Belanja Modal Pengadaan CPU
2 2 3 48 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2 2 3 49 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
( Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
2 2 3 410 Belanja Modal pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

2 2 3 41 Belanja Modal Pengadaan Meja komputer

2 2 3 412 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Komputer.
2 2 3 5 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2 2 3 5 1 Belanja Modal Pengadaan Meja kerja

2 2 3 5 2 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

2 2 3 5 3 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

2 2 3 5 4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

2 2 3 55 Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi tamu

2 2 3 56 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Mebeulair.
2 2 3 6 Belanja Modal Peralatan Dapur

2 2 3 6 1 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

2 2 3 6 2 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
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2 2 3 6 3 Belanja Modal Pengadaan Almari Dapur

2 2 3 6 4 Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Galon Air/Guci Air

2 2 3 6 5 Belanja Modal Pengadaan Kompor Minyak

2 2 3 6 6 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir/
Sendok/Garpu/Mangkuk/Serbet Makan/Pisau.

2 2 3 6 7 Lain-Lain Belanja Modal Peralatan Dapur.

KODE
REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4

2 2 3 7 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.

2 2 3 71 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

2 2 3 7 2 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

2 2 3 7 3 Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Kelengkapannya

2 2 3 7 4 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Tikar

2 2 3 75 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja

2 2 3 7 6 Belanja Modal Pengadaan Ashak

2 2 3 711 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Gambar

2 2 3 7 8 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Ruangan

2 2 379 Belanja Modal Pengadaan Cermin

2 2 3 710 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga

2 2 3 8 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

2 2 3 81 Belanja Modal Pengadaan Kamera

2 2 3 8 2 Belanja Modal Pengadaan Televisi

2 2 3 8 3 Belanja Modal Pengadaan Radio/Tape Recorder

2 2 3 8 4 Belanja Modal Pengadaan Wireless

2 2 3 85 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

2 2 3 8 6 Belanja Modal Pengadaan Amplifier

2 2 3 8 7 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat Studio
( Mic, Kaset, Jack dsbh )

2 2 3 8 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio.

2 2 39 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

2 2 3 91 Belanja Modal Pengadaan Telepon

2 2 3 9 2 Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT

2 2 3 9 3 Belanja Modal Pengadaan Kentongan

2 2 3 9 4 Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat

2 2 3 95 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi.

2 2 310 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 2 Belanja Modal Pengadaan Senderan/Bronjong Penahan

2 2 310 3 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

2 2 311 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 311 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

2 2 311 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Jalan Desa

2 2 311 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Di Atas Air.

2 2 311 4 Belanja Modal Pengadaan Plat Dekker

2 311 5 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Desa

2 2 312 1 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Lampu Jalan

2 312 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lampu Taman

2 2 312 3 |01

2 2 313 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 313 1 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

2 2 313 2 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon.

2 2 313 3 Belanja Modal Pengadaan Genset

2 2 313 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 314 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

2 2 314 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 314 2 Belanja Modal Pengadaan Kamar Mandi/WC.

2 2 314 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Keliling

2 2 314 4 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura/Batas Desa

2 2 314 5 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir.

2 2 314 6 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Olahraga

2 2 314 7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar Desa

2 2 314 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 315 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

2 315 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

2 2 315 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Bersih/Air Minum

2 2 315 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Drainase

2 2 315 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air.
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2 2 316 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian
2 2 316 1 Belanja Modal Pengadaan Pemotong Rumput/Tanaman.
2 2 316 2 Belanja Modal Pengadaan Gerobak
2 2 316 3 Belanja Modal Pengadaan Cangkul
2 2 316 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian.
2 2 317 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2 317 1 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
2 2 317 2 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum
2 2 317 3 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Sosial
2 2 317 4 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Tata Pemerintahan
2 2 317 5 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan
2 2 317 6 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.
2 2 318 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
2 2 318 1 Belanja Modal Pengadaan Ambulans
2 2 318 2 Belanja Modal Pengadaan Mobil Siaga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
31 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA)
Tahun Sebelumnya.
31 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa
311 11 Retribusi Desa
31 1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
31 1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.
311 1 4 DSt
31 1 2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
311 2 1 Bagi Hasil Pajak
311 2 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
311 2 3 [0L5 RO
3 1 1 3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa
Yang Sah.
311 3 1 [0 A
31 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
311 41 |01
31 1 5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
3115 1 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
3115 2 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
31 1 5 3 Belanja Barang dan Jasa
3 1 1 5 4 Belanja Modal
3 1 1 55 Belanja Bunga
31 1 56 Belanja Subsidi
3115 7 Belanja Hibah
31 1 5 8 Belanja Bantuan Sosial
31 1 5 9 Belanja Bagi Hasil
31 1 510 Belanja Bantuan Keuangan
31 1 511 Belanja Tidak Terduga
3 1 1 512 [ 0L R
31 1 6 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan
Akhir Tahun Belum Terselesaikan.
31 1 6 1 Uang Jaminan.............ccceevne
31 1 7 Kegiatan Lanjutan
311 7 1 Kegiatan Lanjutan.......
311 7 2 (L
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
31 2 1 Pencairan Dana Cadangan
31 2 11 Pencairan Dana Cadangan Nomor............
31 2 1 2 Dst...........
3 13 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
31 31 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa
31 3 11 BUM Desa.
31 3 1 2 Dst...
31 3 2 Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Desa Yang
Dikerjasamakan Dengan Pihak ketiga.
31 3 21 Aset DeSa........ccovviiiniiiiiiins
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3 1.3 2 2 DSt

3 1 3 3 {01 S

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa

31 4 1 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten
31 4 1 1 Penerusan Pinjaman.................c......

31 41 2 [ 0L

31 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain

I
N
-
lw)
o]
%]
1Y)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
3 1 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank.
31 4 3 1 Bank....
31 4 3 2
31 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.
31 4 4 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........
31 4 4 2 DSt
3 1 45 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya
31 4 5 1 Sdr..
31 4 5 2 Dst..
3 15 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
31 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
31 5 11 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.................
3 15 1 2 DSt
315 2 [ AT
3 1 6 Penerimaan Piutang Desa
31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa

31 6 1 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Retribusi Desa

31 6 1 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Lain-Lain Pendapatan

Desa Yang Syah

3 1 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

316 2 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain
31 6 31 Pemerintah Desa...
3 16 3 2
31 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan
Bank.
31 6 41 Bank
31 6 4 2
31 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

31 6 5 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank.........................

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

31 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

3 2 11 Pembentukan Dana Cadangan
32111 Pembentukan Dana Cadangan Nomor....................
321 1 2 |05 AR

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

3 2 2 1 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa )
32 2 11 BUM Desa..........ccooceuviriinns

32 21 2 [ 0L R

3 2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta

3 2 2 21 BUM Swasta..

3 2 2 2 2

3 2 2 3
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3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat

3 3 3 31 Kelompok Usaha Masyarakat...................c........

KODE
REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang
3 2 31 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Kepada Pemerintah Kabupaten

3 2 311 Penerusan Pinjaman.............c.cccccoveeae

3 2 3 2 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Yang Lain.

3 2 3 21 Desa....

3 2 3 3 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank

3 2331 Bank....

3 2 3 4 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan bank

3 2 3 41 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................

3 2 35 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Kabupaten

3 2 351 Penerusan Pinjaman.......

3 2 3 6 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Lain.

3 2 3 6 1 Pemerintah Desa...........

3 2 3 7 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank.

3 2 3 8 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 2 3 81 Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 2 3 8 2

3 2 39 Pembayaran Pokok Utang Yang jatuh Tempo Kepada
Pihak Ketiga Lainnya

3 2 3 9 1 e

3 2 310 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada
Pihak Ketiga Lainnya

3 2 310 1

3 2 310 2

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa

3 2 4 1 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain

3 2 4 1 1 Pemerintah Desa............cccovvviiicninnnn,

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)
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BUPATI PEMALANG,
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TANGGAL : 8 JANUARI 2009

BENTUK/FORMAT PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR
TANGGAL
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .......... KECAMATAN .......c......
TAHUN ANGGARAN ......ccovvvrnnnn
KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (o) ” PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
11 PENDAPATAN ASLI DESA
1 11 Hasil Usaha Desa
1111 Badan Usaha Milik Desa
1 1 1 2 Badan Kredit Desa
1 1 1 3 Lumbung Desa
1 1 1 4 Jenis Usaha Desa Lainnya
1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
11 2 1 Tanah Kas Desa
11 2 11 Tanah Desa
11 2 1 2 [ 0L
11 2 2 Pasar Desa
11 2 3 Pasar Hewan
1 1 2 4 Tambatan Perahu
11 2 5 Bangunan Desa
1 1 2 6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa
11 2 7 Pengelolaan Obyek Wisata Desa
1 1 2 8 Pemandian Umum Milik Desa
11 2 9 Hutan Desa
1 1 210 Perairan/Pantai Desa
11 21 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa
1 1 212 Jalan Desa
1 1 213 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Desa
1 1 214 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Daerah/BUMD.
1 1 215 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Milik Negara/BUMN
1 1 216 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Milik Swasta.
1 1 217 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Kelompok
Usaha Masyarakat.
1 1 218 Lain-lain Kekayaan Milik Desa
1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1 1 3 1 Antingan/Janggolan
1 1 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat
1 1 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
1 1 3 4 Lain-Lain Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1 1 4 Hasil Gotong Royang
11 4 1 Sumbangan Sukarela Masyarakat
1 1 4 2 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1 1 5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
11 5 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan
1 1 5 2 Jasa Giro
11 5 3 Penerimaan Komisi/Potongan ataupun bentuk lain
Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau pengadaan Barang/Jasa
1 1 5 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
1 1 5 5 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1 1 5 6 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1 1 5 7 Pungutan Desa
1 15 7 1 Pungutan Pologoro 1 % x Nilai Jual ( Maksimal Rp.300.000;)
1 15 7 2 Pungutan NTCR
1 15 7 3 Pungutan Pengurusan Surat-Surat
11 5 7 4 Pemungutan Pemilikan Tanah Sawah dan Tanah Darat
115 75 Pungutan Pengusaha Rice Mill
1 1 5 7 6 Pungutan Persewaan Pengeras Suara dan VCD/Video
115 77 Pungutan Pengusaha Batu Bata
1 1 5 7 8 Pungutan Pengusaha Wartel/Kiostel/Warnet
1 1 5 7 9 Pemungutan Pemilikan Toko/Kios/warung
1 1 5 710 Lain-Lain Pungutan Desa
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KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

Sebelum
Perubahan

Sesudah
Perubahan

(Rp)

%

PENJELASAN

1

3

4

5

6

DANA PERIMBANGAN

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak Kabupaten

Bagi Hasil PBB

[HENS [FING IFIN FIY FII FN

NN NN NN
PP |-

N

N

LSEENS)
N

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Propinsi

Yang Diterima Oleh Daerah.

Alokasi Dana Desa ( ADD )

Dana Lainnya Yang Syah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SYAH

w | w
-

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah

ProPinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Pemerintah

i L

w|w|w|w
N

PP

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi

Hadiah Lomba Desa Tingkat Propinsi

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Propinsi.

[ U I N

wlw|w|w
I

NN NN

-

w
[N

Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten

w|w

Bantuan Penyesuaian Penghasilan Tetap dan/atau

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hadiah Lomba Desa Tingkat Kabupaten

w
[N

Lain-Lain Sumbangan dan Bantuan Dari Kabupaten

-

w
-

Hibah

Hibah Dari Pemerintah

Hibah Dari Pemerintah Propinsi

Hibah Dari Pemerintah Kabupaten

Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri

Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan.

L I

Wlwlwlw| w|(w|w
DSERSRENSRES RIS RE SRR N

olUs W (N

Hibah Dari Lembaga Luar Negeri Yang Tidak Mengikat.

Dana Darurat Dalam Rangka Penanggulangan

Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam.

Dana Darurat Dari Pemerintah

Dana Darurat Dari Pemerintah Propinsi

Dana Darurat Dari Pemerintah Kabupaten.

Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat.

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Belanja Penghasilan dan Tunjangan

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[

Penghasilan Kepala Desa

N

Penghasilan Sekretaris Desa

NN NN N (NN

RlRPRR k|~
RPlRR PP

N

NI

w

Penghasilan Kaur

Kaur Umum

Kaur Pembangunan

Kaur Keuangan

Kaur Pemerintahan

Penghasilan Lebe

Penghasilan Ulu-Ulu

Penghasilan Polisi Desa

N (RN N

PR
S

S

PRk

~N O o

Penghasilan Kadus

Kadus |

Kadus |1

Kadus Il

Kadus IV

Kadus V

Dst

[eo)

Uang Duka Wafat/Tewas

[N

-
-

[N

-

O

Uang Jasa Penghargaan Purna Tugas

Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Penghasilan Ketua

Penghasilan Wakil Ketua

Penghasilan Sekretaris

N[N [N NN

PR P k|-
PP |-

PRk k|-

NN [N NN

Sl N =

Penghasilan Anggota
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KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebeum Sesudah (o) " PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2 1 1 2 Tambahan Penghasilan
2 11 2 1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2 11 2 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
2 11 2 3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja.
2 1 1 2 4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
2 11 25 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.
2 1 2 Belanja Subsidi
2 1 2 1 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga
2 1 2 11 Belanja Subsidi Kepada Perusahaan..........
2 1 2 1 2 Belanja Subsidi Kepada Lembaga ..........
2 1 2 13 DSt
2 1 3 Belanja Hibah
2 1 3 1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Desa Lainnya
2 1 3 11 Pemerintah Desa..........cccccovviniiiciiiiinninns
2 1 3 1 2 DSt
2 1 3 2 Belanja Hibah Kepada Usaha Ekonomi Desa/BUM Desa
2 1 3 21 BUM Desa
2 1 3 2 2
2 1 3 2 3
2 1 3 3 Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi

2 1 3 31 Lembaga/Organisasi..............ccccccoeeernee.

2 1 3 4 Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

2 1 3 41 Kelompok/Anggota Masyarakat...............ccc.cccoeerne

2 1 4 Belanja Bantuan Sosial

2 1 4 11 Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2 1 4 2 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

2 1 4 3 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat

2 1 4 4 1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Desa|

PKK

RT

RW

LPMD

Karang Taruna

2 15 Belanja Bantuan Keuangan

2 1 5 11 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya.
2 1 6 Belanja Tidak Terduga

2 1 6 11 Keadaan Darurat

2 1 6 1 2 Bencana Alam

2 1 6 1 3 Lain-Lain Belanja Tidak Terduga

2 1 7 Belanja Bunga

2 1 7 1 Bunga Utang Pinjaman.

2 1.7 11 Bunga utang Pinjaman Kepada Pemerintah Kabupaten

2 1.7 1 2 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Desa Lain

2 1 7 1 3 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank.
2 1 7 1 4 Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2 1 7 15 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pihak Ketiga lainnya

2 2 BELANJA LANGSUNG

2 2 1 Belanja Pegawai

2 2 11 Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

2 2 1 2 Honor Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

2 2 1 3 Honor Tim/Panitia Pemeriksa Barang/Jasa

2 2 1 4 Honor Guru TK, PAUD, SKD dsh

2 2 15 Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

2 2 1 6 Upah Tenaga Teknisi/Tukang

2 2 1 7 Upah Tukang/Mandor/Teknisi Pengadaan Konstruksi.

2 2 1 8 Uang Lembur Perangkat Desa

2 2 1 9 Lain-Lain Belanja Pegawai

2 2 2 Belanja Barang/Jasa

2 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis

2 2 2 11 Belanja Alat Tulis Kantor

Pemerintah Desa

BPD

2 2 2 1 2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender

2 2 2 1 3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering )
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KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH (Rp)

Bertambah/Berkurang

Sebelum
Perubahan

Sesudah
Perubahan

(Rp)

%

PENJELASAN

1

3

4

5

6

Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Pengisian Tabung Gas

Belanja Pengisian Tinta

Belanja Memory Stick (Flashdisk, disket dsb)

NN NN N NN

NI IR INININININ
NN ININININININ

PRk Rk ke

Lain-Lain Belanja Bahan Pakai Habis.

Belanja Bahan/Material

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bibit Ternak

Belanja Bahan Obat-Obatan

Belanja Bahan Kimia

Belanja Pupuk

Belanja Kelengkapan Upacara/Umbul-umbul/Ganepo/Bendera

Belanja Bahan Dekorasi

|| Nlo|lga|hlw N

Belanja Bahan Dokumentasi

=
o

Belanja Kelengkapan Olahraga

NN NN NN NN NN NN

DSARSHINSREESRESRENSRESRENSRESRE SRS RS
DSARSHISRESRESRENSRESRESRESRE SRS RS

NN NN NN NN NN NN

N
[

Lain-Lain Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/lnternet

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Sertifikasi/Pelatihan

Ol N~ |w| N

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

=
o

Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak.

-
=

Belanja Jasa Administrasi Peserta

-
N

Belanja Jasa Dekorasi

-
w

Belanja Jasa Dokumentasi

-
S

Belanja Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

—
13

Belanja Jasa Perbaikan Komputer

-
o

Belanja Jasa Asuransi Kesehatan

LSRN CRE CRECRENRE SR RN CRE CRE SRR CRENRENEE SRR R RS )

DSAISEISRELS RIS RIS RIS RES RIS EESEESRSESESESEESEE SRS
DSAISRISRESRELSRENS RIS RIS RIS RESRESRLSESEESESEENSRE SRS

WWwww(w(wWw w W W W W W w w w w w w

-
3

Lain-Lain Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Belanja Jasa KIR

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

NN NN N (NN

NN
NININININININ

INNFN N G F NG F N S

o|U|~|lw N

Lain-Lain Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

N

N
N

(3,1

Belanja Cetak dan Penggandaan

(3,1

Belanja Cetak

N

N
N

(3,1

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Stoomwals/ Silinder

Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen

N (RN N

NN NN
NN NN

olo|o|o

Lain-lain Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

Belanja Sewa Meja Kursi

Belanja Sewa Komputer dan Printer

Belanja Sewa Proyektor

Belanja Sewa Generator

Belanja Sewa Tenda/Layos

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja Sewa Soundsistem

NN (N NN (R RN N

DSERSRESRESRENSRENSRE SRS RN
LSEISRENSRESRESRENSRESRE SRS

B EN] ENIEN] BN ENE BN ENE PN

(N g|l~lw|(N|je

Lain-lain Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Harian

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

N[RN[R NN N

NN
NN

0o (0o |0o (0O 0o |00

g |w N

Lain-Lain Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )

Belanja Pakaian Dinas Upacara ( PDU )

N (RN N

NN
NN N

©|wo|wo|©

Belanja Pakaian Seragam BPD
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2 2 2 9 4 Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (Rp) % PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2 2 210 Belanja Pakaian Kerja
2 2 21 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2 2 210 2 DSt
2 2 21 Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2 2 211 1 Belanja Pakaian Korpri
2 2 211 2 Belanja Pakaian Adat Daerah
2 2 211 3 Belanja Pakaian Batik/Lurik Tradisional
2 2 211 4 Belanja Pakaian Olahraga
2 2 211 5 Lain-Lain Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
2 2 212 Belanja Perjalanan Dinas
2 2 212 1 Perjalanan Dinas Kepala Desa
2 2 212 2 Perjalanan Dinas Perangkat Desa
2 2 212 3 Perjalanan Dinas Pimpinan BPD
2 2 212 4 Perjalanan Dinas Anggota BPD
2 2 212 5 Perjalanan Dinas Tokoh Masyarakat
2 2 3 Belanja Modal
2 2 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
2 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
2 2 3 1 2 Belanja Modal PengadaanTanah Pendidikan
2 2 3 1 3 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kas Desa.
2 2 3 1 4 Belanja Modal Pengadaan Tanah Prasarana Ibadah
2 2 315 Belanja Modal Pengadaan Tanah Penunjang Perekonomian
Masyarakat
2 2 3 16 Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Umum

2 2 3 17 Belanja modal Pengadaan Tanah Penunjang Fasilitas Sosial

2 2 3 1 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Tanah
2 2 3 2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
2 2 3 2 2 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Kalkulator
2 2 3 2 3 Belanja Modal Pengadaan Mesin Stencil.
2 2 3 2 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2 2 3 3 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
2 2 3 3 2 Belanja Modal Pengadaan Almari Buku
2 2 3 3 3 Belanja Modal Pengadaan Brankas
2 2 3 3 4 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
2 2 3 35 Belanja Modal Pengadaan White Board
2 2 3 36 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
2 2 3 3 7 Belanja Modal Pengadaan Papan Monografi Desa
2 2 3 3 8 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor
2 2 3 39 Belanja Modal Pengadaan Papan /Rambu Petunjuk
2 2 3 310 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Ibadah
2 2 3 31 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
2 2 3 312 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2 2 3 4 Belanja Modal Pengadaan Komputer
2 2 3 41 Belanja Modal Pengadaan Komputer mainframe/Server
2 2 3 4 2 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
2 2 3 4 3 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2 2 3 4 4 Belanja Modal Pengadaan Printer
2 2 3 45 Belanja Modal Pengadaan Scanner
2 2 3 46 Belanja Modal Pengadaan Monitor
2 2 3 47 Belanja Modal Pengadaan CPU
2 2 3 48 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
2 2 3 49 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
( Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
2 2 3 410 Belanja Modal pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

2 2 3 41 Belanja Modal Pengadaan Meja komputer

2 2 3 412 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Komputer.
2 2 35 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

2 2 3 51 Belanja Modal Pengadaan Meja kerja

2 2 3 5 2 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

2 2 3 5 3 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

2 2 3 5 4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

2 2 3 55 Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi tamu

2 2 3 56 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Mebeulair.
2 2 3 6 Belanja Modal Peralatan Dapur

2 2 3 6 1 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

2 2 3 6 2 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

2 2 3 6 3 Belanja Modal Pengadaan Almari Dapur
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2 2 3 6 4 Belanja Modal Pengadaan Dispenser/Galon Air/Guci Air

2 2 3 6 5 Belanja Modal Pengadaan Kompor Minyak

2 2 3 6 6 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Cangkir/
Sendok/Garpu/Mangkuk/Serbet Makan/Pisau.

2 2 3 6 7 Lain-Lain Belanja Modal Peralatan Dapur.

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (Rp) % PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7

2 2 3 7 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.

2 2 3 71 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

2 2 3 7 2 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

2 2 3 7 3 Belanja Modal Pengadaan Gorden dan Kelengkapannya

2 2 3 7 4 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Tikar

2 2 3 75 Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja

2 2 3 7 6 Belanja Modal Pengadaan Ashak

2 2 3 7 7 Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Gambar

2 2 3 7 8 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera Ruangan

2 2 3 7 9 Belanja Modal Pengadaan Cermin

2 2 3 710 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga

2 2 3 8 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

2 2 3 81 Belanja Modal Pengadaan Kamera

2 2 3 8 2 Belanja Modal Pengadaan Televisi

2 2 3 8 3 Belanja Modal Pengadaan Radio/Tape Recorder

2 2 3 8 4 Belanja Modal Pengadaan Wireless

2 2 3 85 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem

2 2 3 8 6 Belanja Modal Pengadaan Amplifier

2 2 3 8 17 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Alat Studio
( Mic, Kaset, Jack dsb )

2 2 3 8 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio.

2 2 39 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

2 2 3 91 Belanja Modal Pengadaan Telepon

2 2 3 9 2 Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT

2 2 3 9 3 Belanja Modal Pengadaan Kentongan

2 2 3 9 4 Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat

2 2 3 95 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi.

2 2 310 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

2 2 310 2 Belanja Modal Pengadaan Senderan/Bronjong Penahan

2 2 310 3 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.

2 2 31 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 311 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung

2 2 311 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Jalan Desa

2 2 31 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Penyebrangan Di Atas Air.

2 2 31 4 Belanja Modal Pengadaan Plat Dekker

2 311 5 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

2 2 312 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penerangan Jalan,
Taman dan Hutan Desa

2 2 312 1 Belanja Modal Pengadaan konstruksi Lampu Jalan

2 312 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Lampu Taman

2 2 312 3 DSt...ovovrirciriiniiinnas

2 2 313 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 313 1 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

2 2 313 2 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon.

2 2 313 3 Belanja Modal Pengadaan Genset

2 2 313 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 2 314 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

2 2 314 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 314 2 Belanja Modal Pengadaan Kamar Mandi/WC.

2 2 314 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Keliling

2 2 314 4 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gapura/Batas Desa

2 2 314 5 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir.

2 2 314 6 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Olahraga

2 2 314 7 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar Desa

2 2 314 8 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung.

2 2 315 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

2 315 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

2 2 315 2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Bersih/Air Minum

2 2 315 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Drainase

2 2 315 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air.

2 2 316 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian

2 2 316 1 Belanja Modal Pengadaan Pemotong Rumput/Tanaman.
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2 2 316 2 Belanja Modal Pengadaan Gerobak
2 2 316 3 Belanja Modal Pengadaan Cangkul
2 2 316 4 Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian.
2 2 317 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2 2 317 1 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (Rp) % PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2 2 317 2 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum
2 2 317 3 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Sosial
2 2 317 4 Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Tata Pemerintahan
2 2 317 5 Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan
2 2 317 6 |Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.
2 2 318 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
2 2 318 Belanja Modal Pengadaan Ambulans
2 2 318 2 Belanja Modal Pengadaan Mobil Siaga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/ (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA )
Tahun Sebelumnya.
31 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa
311 11 Retribusi Desa
311 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
31 1 1 3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.
311 1 4 {015
31 1 2 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
311 2 1 Bagi Hasil Pajak
311 2 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
311 2 3 {1
3113 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa
Yang Sah.
311 31 DSt....oovvns
31 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
31 1 4 1 [ DLS] ST
31 15 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
311 5 1 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
31 1 5 2 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
31 1 5 3 Belanja Barang dan Jasa
31 1 5 4 Belanja Modal
31 1 55 Belanja Bunga
31 1 56 Belanja Subsidi
3115 7 Belanja Hibah
3 1 1 5 8 Belanja Bantuan Sosial
31 15 9 Belanja Bagi Hasil
31 1 510 Belanja Bantuan Keuangan
31 1 51U Belanja Tidak Terduga
3 1 1 512 |01
31 16 Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan
Akhir Tahun Belum Terselesaikan.
311 6 1 Uang Jaminan...........c.ccceee.e
31 1 7 Kegiatan Lanjutan
31171 Kegiatan Lanjutan.......
311 7 2 DSt
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
31 2 1 Pencairan Dana Cadangan
31 2 11 Pencairan Dana Cadangan Nomor............
31 .2 1 2 Dst...........
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
31 3 1 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa
313 11 BUM DESA.......coervriiiraiinines
3 1.3 1 2 [ 0L
31 3 2 Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Desa Yang
Dikerjasamakan Dengan Pihak ketiga.
313 21 Aset DeSa.........ccooviiniiiiniiiins
31 3 2 2 {1
3 1 3 3 [DL5
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3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa
31 4 1 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten
31 4 11 Penerusan Pinjaman............c.c.ccc......
31 4 1 2 [0S AR
31 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain

4 2 1 Desa...
31 4 2 2

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (Rp) % PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7

31 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank.
31 4 31 Bank....
3 1 4 3 2 Dst..
31 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

31 4 41 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........

w
[N
~
~
)
5

3 1 45 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya
31 45 1 SN

3 1 45 2 DSt s

3 15 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3 1 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

315 11 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.................
315 1 2 Dst..

3 1 5 2 Dst..

3 1 6 Penerimaan Piutang Desa

31 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa

31 6 1 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Retribusi Desa

31 6 1 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Lain-Lain Pendapatan

Desa Yang Syah

31 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

31 6 2 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten

3 1.6 2 2 Dst..

3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain

31 6 3 1 Pemerintah Desa.............cccccoeuune

31 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan
Bank.
31 6 41 Bank....
3 1 6 4 2
3 1 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

31 6 5 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........................

31 6 5 2 Dst..

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

31 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
32 11 Pembentukan Dana Cadangan

32111 Pembentukan Dana Cadangan Nomor....................

w
N
N
-
N
7

3 2 2 Penyertaan Modal Desa

3 2 21 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa )
3 2 2 11 BUM D€Sa........occrvrviererrnns

3 2 2 1 2 |01

3 2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta

32 2 21 BUM Swasta..

3.2 2 2 2

3 2 2 3

3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat
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3 3 3 31 Kelompok Usaha Masyarakat....

KODE JUMLAH (Rp) Bertambah/Berkurang
REKENING URAIAN Sebelum Sesudah (Rp) % PENJELASAN
Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang
3 2 31 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Kepada Pemerintah Kabupaten

32 3 11 Penerusan Pinjaman.............c.cccccoceeae

3 2 3 2 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Yang Lain.

3 2 3 3 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank

3 2 331 Bank....

3 2 3 4 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan bank

3 2 3 41 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................

3 2 35 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Kabupaten

3 2 3 51 Penerusan Pinjaman.......

3 2 3 6 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pemerintah Desa Lain.

3 2 3 6 1 Pemerintah Desa...........

3 2 3 7 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bank.

3 2 3 8 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3 2 3 81 Lembaga Keuangan Bukan Bank.............c.c.cccoeevirinnnns

32 39 Pembayaran Pokok Utang Yang jatuh Tempo Kepada

Pihak Ketiga Lainnya

3 23 9 1

3 2.3 9 2

3 2 310 Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada

Pihak Ketiga Lainnya

3 2 310 1

3 2 310 2

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa

3 2 41 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain

32 4 11 Pemerintah Desa............cccoveviiiinniennn,

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA)
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